ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Permasalahan Tanah Pasca Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap Di Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten
Tulungagung”ini deitulis oleh Thglima Ramadani Putri Arif,
NIM.126103211062, Jurusan Hukum Tata Negara (HTN), Universitas
Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2025, dibimbing
oleh Yusron Munawir, S.H.I,M.H

Kata Kunci: PTSL, konflik Pertanahan, Administrasi Pertanahan, hukum Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Program PTSL merupakan salah satu
kebijakan ~ nasional dalam rangka memberikan kepastian hukum atas
kepemilikan tanah melalui pendaftaran massal secara serentak. Namun, dalam
implementasinya di Desa Pulosari, masih ditemukan berbagai kendala, baik dari
sisi administratif, teknis, maupun sosial kemasyarakatan. Tanah memiliki nilai
penting dan multidimensional dalam kehidupan masyarakat, baik secara sosial,
ekonomi, maupun hukum. Kepemilikan tanah sangat dijaga, bahkan bisa
menimbulkan  konflik bila hak-haknya terganggu. Hal ini diatur secara
konstitusional dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Untuk menjamin kepastian
hukum atas tanah, pemerintah melaksanakan program Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL) secara nasional.

Tujuan Penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangsih keilmuan
tentang (1) Bagaimana permasalahan Pendaftaran tanah sistematis lengkap
(PTSL) yang terjadi Di Desa  Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten
Tulungagung? (2) Bagaimana solusi/penyelesaian Pendaftaran tanah sistematis
lengkap (PTSL) Di Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?
(3) Bagaimana pandangan perspektif hukum islam terhadap permasalahan
Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dan solusi yang diberikan di Desa
Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?

Melalui Metode empiris dengan pendekatan kualitatif. Teknik
pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi. Wawancara
dengan Kepala Desa Pulosari dan anggota tim  pogram PTSL, untuk
memperoleh data dan informasi detail tentang Permasalahan Tanah Pasca
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Melakukan observasi secara langsung di
Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung untuk mengamati
bagaimana upaya pemerintahan dalam menangani permasalahan Tanah Pasca
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Data yang diperoleh kemudian di
analisis secara tematik untuk mengidentifikasi startegi dan kebijakan yang di
terapkan oleh pemerintah daerah. Teknik analisis data dalam penelitian ini
menggunakan kuaitatif agar mudah dipahami.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) PTSL bertujuan mempercepat
legalisasi aset masyarakat melalui pendaftaran serentak dan sistematis. Namun,
implementasi PTSL sering menghadapi kendala, seperti: a. Bukti kepemilikan
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tanah yang kurang lengkap, seperti sertifikat, akta jual beli, atau dokumen
pendukung lainnya. Banyak orang yang masih mengandalkan secara lisan atau
berbasis warisan tanpa dokumen resmi. b. Proses pengukuran lahan juga sering
mengalami hambatan adanya ketidakesusaian batas. c. Minimnya pemahaman
masyarakat soal pembuktian hak dan keberatan. d. Keterlambatan dalam
penerbitan. 2) Pemerintah desa bersama tim PTSL telah berupaya mengatasi
permasalahan dengan pendekatan partisipatif dan solutif. Bagi warga yang tidak
memiliki dokumen kepemilikan, diarahkan untuk membuat Surat Pernyataan
Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), yang disahkan oleh perangkat
desa dan disaksikan oleh warga sekitar. Mediasi juga difasilitasi untuk
menyelesaikan konflik batas tanah, dengan mengedepankan musyawarah dan
mufakat. 3) penyelesaian konflik tanah di Desa Pulosari sangat dipengaruhi oleh
nilai-nilai keislaman yang hidup di masyarakat tokoh agama lokal seperti moden
sering kali dilibatkan dalam proses mediasi, terutama dalam kasus tanah warisan
atau konflik antar keluarga. Kehadiran tokoh agama tidak hanya membantu
meredakan ketegangan, tetapi juga memberikan arahan moral dan spiritual yang
memperkuat penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dan Islami.
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ABSTRACT

The thesis entitled "Land Problems After Complete Systematic Land
Registration in Pulosari Village, Ngunut District, Tulungagung Regency"
was written by lhglima Ramadani Putri Arif, NIM.126103211062,
Department of Constitutional Law (HTN), Sayyid Ali Rahmatullah State
Islamic University of Tulungagung 2025, supervised by Yusron
Munawir, S.H.I, M.H

Keywords: PTSL, Land conflict, Land Administration, Islamic law

This research is motivated by the PTSL Program which is one of the
national policies in order to provide legal certainty for land ownership through
simultaneous mass registration. However, in its implementation in Pulosari
Village, various obstacles were still found, both from the administrative,
technical, and social aspects. Land has an important and multidimensional value
in people's lives, both socially, economically, and legally. Land ownership is
highly guarded, and can even cause conflict if rights are disturbed. This is
constitutionally regulated in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution.
To ensure legal certainty for land, the government is implementing the Complete
Systematic Land Registration (PTSL) program nationally.

The aim of this research is to provide scientific contributions regarding
(1) What are the problems of complete systematic land registration (PTSL) that
occur in Pulosari Village, Ngunut District, Tulungagung Regency?(2) What is
the solution/resolution for complete systematic land registration (PTSL) in
Pulosari Village, Ngunut District, Tulungagung Regency? (3) What is the
Islamic legal perspective on the problem of Complete Systematic Land
Registration (PTSL) and the solutions provided in Pulosari Village, Ngunut
District, Tulungagung Regency?

Through an empirical method with a qualitative approach. Data collection
techniques in the form of interviews, observations, documentation. Interviews
with the Head of Pulosari Village and members of the PTSL program team, to
obtain detailed data and information about Land Problems After Complete
Systematic Land Registration. Conducting direct observations in Pulosari Village,
Ngunut District, Tulungagung Regency to observe how the government's efforts
are in handling Land Problems After Complete Systematic Land Registration. The
data obtained were then analyzed thematically to identify strategies and policies
implemented by the local government. The data analysis technique in this study
uses qualitative so that it is easy to understand.

The results of the study show that 1) PTSL aims to accelerate the
legalization of community assets through simultaneous and systematic
registration. However, the implementation of PTSL often faces obstacles, such as:
a. Incomplete evidence of land ownership, such as certificates, deeds of sale and
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purchase, or other supporting documents. Many people still rely on orally or
based on inheritance without official documents. b. The land measurement
process also often experiences obstacles due to inconsistencies in boundaries. c.
Lack of public understanding regarding proof of rights and objections. d. Delays
in issuance. 2) The village government together with the PTSL team have
attempted to overcome the problem with a participatory and solution-oriented
approach. For residents who do not have ownership documents, they are directed
to makeStatement of Physical Control of Land Area (SPORADIK), which was
legalized by the village apparatus and witnessed by local residents. Mediation
was also facilitated to resolve land boundary conflicts, by prioritizing deliberation
and consensus. 3) the resolution of land conflicts in Pulosari Village was greatly
influenced by Islamic values that live in the community of local religious figures
such asmodern often involved in the mediation process, especially in cases of
inheritance or inter-family conflicts. The presence of religious figures not only
helps to ease tensions, but also provides moral and spiritual guidance that
strengthens the resolution of disputes in a family and Islamic manner.
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